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ABSTRAK 

 Skripsi ini ditulis dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak 

Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di 

Indonesia. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan memiliki peran penting 

dalam memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank 

serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa. Data nasabah bank merupakan aset 

yang sangat berharga dan penting bagi pihak bank. Oleh karena itu, pihak bank wajib 

menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Tindak Pidana terhadap 

kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membentuk berbagai 

macam masalah. Skripsi ini membahas beberapa masalah (1) bagaimana 

pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank 

secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia? 

(2) bagaimana mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh oknum 

perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana perbankan?. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa 

jika oknum perbankan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana 

pada Pasal 47, dan sanksi administratif dapat diberikan pada Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Nasabah yang dirugikan akibat 

kebocoran data pribadi dapat mengajukan pengaduan atau penyelesaian melalui jalur 

hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai alternatif. 

Kata Kunci: Perbankan, Persebaran Data Pribadi, Rahasia Bank, Tindak Pidana.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank sebagai penyedia jasa keuangan telah berkembang sejak lama. hukum 

yang mengatur semua yang berkaitan dengan bank (Banking Law) , termasuk 

kegiatan usaha, kelembagaan, dan bagaimana kegiatan usaha tersebut 

dijalankan. Perbankan, terutama di Indonesia, memiliki asas, fungsi dan tujuan. 

Sebagai dasar untuk demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, menegaskan 

bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan kinerjanya, terutama 

dalam mengelola dana kepada masyarakat.  

Selain itu, perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. 

Organisasi ini didirikan berfungsi sebagai perantara antar pihak. Menurut 

Undang-undang Perbankan Pasal 1 butir 2, bank berfungsi sebagai perantara 

keuangan, yang berarti lembaga atau badan usaha berorientasi bisnis yang 

melakukan berbagai transaksi. Dari mengumpulkan dana (funding), 

menyalurkan dana (lending), dan menyediakan layanan bank lainnya adalah 

transaksi perbankan yang paling umum.1

 
1 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan 

Kepailitan, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 
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Peran penting bank adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk 

menyimpan dananya di bank serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa 

yang berasal dari produsen yang kemudian disalurkan ke konsumen melalui 

kegiatan keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat penting 

untuk dijaga karena merupakan komponen terpenting dari eksistensi bank 

tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan adalah kesehatan bank. Bank harus lebih berhati-hati dalam 

menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap sehat dan mempertahankan 

kepercayaan masyarakat. Nasabah harus memilih bank yang sehat karena dana 

nasabah akan aman di sana. Bank beroperasi berdasarkan kepercayaan 

pelanggan.2 

Fakta – fakta ini membuktikan bahwa sistem yang dimiliki perbankan suatu 

negara memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan sebuah 

perekonomian. Karena sistem perbankan sangat penting dalam kehidupan 

modern, pihak bank harus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap 

kredibilitasnya. Nasabah juga merupakan unsur yang sangat berperan penting, 

berjalan dan terhentinya dunia perbankan bertaruh kepada kepercayaan dari 

pihak nasabah. Adanya masalah yang disebabkan oleh hilangnya rasa 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu lemahnya peraturan 

bank yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum untuk nasabah selaku 

 
2 Anita Christiani, Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan 

Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah, cet 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2010), hlm. 56. 
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konsumen perbankan.3 Karena masyarakat hanya akan menggunakan layanan 

perbankan jika bank dapat menjaga data dan informasi pribadi tetap rahasia dan 

tidak menyalahgunakan data tersebut apapun alasannya. 

Data nasabah bank merupakan aset yang sangat penting bagi bank. Maka 

dari itu, pihak bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanan 

data pribadi milik nasabah. Bank harus membuat aturan keamanan yang cermat 

agar data nasabah terlindungi dari pencurian atau penyalahgunaan. Bank juga 

harus merahasiakan data nasabah dan tidak di perbolehkan untuk 

memberikannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan tanpa 

adanya izin dari seorang nasabah. Oleh karena itu, bank harus membuat sistem 

yang memiliki keamanan yang ketat agar dapat melindungi data pribadi 

nasabah. Nasabah juga harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data 

pribadinya.  

Nindyo Pramono mengemukakan bahwa bank menghimpun dana dan 

mengelola dana dengan prinsip kepercayaan. Bank menjaga dananya disimpan 

dengan aman dan jujur, sehingga bank dapat memberikan dananya jika nasabah 

memintanya kembali. Oleh karena itu, lebih tepatnya untuk menggambarkan 

hubungan hukum yang ada antara pihak bank dengan pihak nasabah sebagai 

sebuah hubungan kepercayaan.4  Hubungan bank dengan nasabahnya dilandasi 

oleh asas kepercayaan, menurut Hirsanuddin, bank perlu mempertimbangkan 

 
3 Efrianto Lintar Bagas Putra, dan Diana Wiyanto, Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah 

yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank, Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2 No.2, 

Desember 2022, hlm. 108 
4 Nindyo Pramono, Hukum Bisnis, cet 1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 438. 
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kepentingan nasabah, baik yang menyimpan dana maupun yang menggunakan 

dana, di samping kepentingan bank itu sendiri.5 

Dalam kasus ini, pegawai bank bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip 

kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, yang dimulai saat awal 

mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan berlanjut sampai rekening 

tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, pegawai bank juga harus memastikan 

bahwa data yang diberikan calon nasabah adalah benar dan asli milik calon 

nasabah sendiri, bukan milik orang lain. Selain itu, tujuan penggunaan rekening 

harus dipastikan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.6 

Rahasia bank ditujukan untuk melindungi data nasabah. Rahasia bank juga 

muncul dengan tujuan baik untuk melindungi nasabah bank dari tindakan 

sewenang-wenang pemerintah, penguasa, orang yang tidak bertanggung jawab. 

Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan 

teknologi, jenis kejahatan menjadi lebih beragam dan bank sering digunakan 

sebagai tempat penyimpanan hasil kejahatan. Jika hal ini tidak ditangani, 

perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan 

sebagian besar dananya berasal dari hasil kejahatan. Jadi, untuk 

menggabungkan keamanan bank, perlindungan data nasabah, kepercayaan, dan 

penegakan hukum, rahasia bank memiliki pengecualian yang diatur berdasarkan 

 
5 Hirsanudin, Hukum Perbankan (Kemitraan dalam bisnis: Perspektif Hukum Islam), Cet 2 

(Mataram: Mataram University press, 2021), hlm. 141. 
6 Arfin Fachreza, “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip 

Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn. Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp”, Jurnal Ilmiah 

Penelitian, (Februari 2022), hlm 4. 
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kebutuhan dan relevansi untuk mendukung penegakan hukum, tetapi tidak 

mengurangi nilai rahasia bank secara keseluruhan. 

Definisi rahasia bank ini telah disebutkan pada Pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan yang menjelaskan:7 

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali 

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 

14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau 

Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran OJK ini menetapkan bahwa pelaku 

usaha di sektor jasa keuangan, termasuk bank, memiliki kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen.8 

Perundang-undangan melindungi privasi dengan memberikan suatu hak 

kepada individu untuk mendapatkan akses informasi serta data pribadi 

elektronik ke dalam data pribadi yang diakses melalui perangkat elektronik, 

sehingga orang lain harus menghormati hak untuk tidak melanggar data dan 

 
7 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, 

TLN No. 3790. Ps. 40. 
8 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1 Tahun 2013. LN No. 118, TLN No. 

5431. 
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privasi pihak yang bersangkutan. Karena didukung oleh media digital, yang 

mudah diakses dan menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah bank, 

perlindungan ini semakin penting dengan sejalannya perkembangan teknologi. 

Dengan demikian, terdapat beberapa alasan menjaga data pribadi elektronik itu 

penting yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan menjaga hak untuk 

mengendalikan data pribadi, yaitu memiliki kendali diatasnya. Pasal 36 dalam 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data 

pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola.9 

Pada era ekonomi digital, data pribadi adalah aset atau komoditas berharga, 

jadi perlu untuk mengurangi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindunginya. Perlindungan data 

pribadi tidak hanya melindungi data individu, tetapi juga melindungi hak dasar 

dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan hak dan 

kebebasan seseorang tidak dilanggar, termasuk kerahasiaan data keuangan yang 

disimpan di bank.10 

Pegawai bank sangat rentan terhadap tindakan kriminal seperti penjualan 

data nasabah karena berfungsi sebagai perantara bank dan nasabahnya, yang 

bertanggung jawab secara langsung mengelola transaksi keuangan nasabah. 

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, rahasia bank mencakup 

segala informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, simpanan, dan 

 
9 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 

196 Tahun 2022, TLN No. 6820, Ps. 36. 
10 Sudjana, “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi 

Elektronik Nasabah Bank”, Jurnal Ilmu Hukum (April 2022), hlm 248. 
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penyimpanan milik nasabah. Untuk mencegah penyalahgunaan data dan 

keuangan nasabah, bank dilarang memberikan informasi tercatat kepada orang 

lain. Tidak jarang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dan 

mantan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari peraturan 

yang telah dibuat. Para pegawai ini telah menyalahgunakan posisi yang 

seharusnya menjaga dan melakukan pekerjaan nya atas dasar rasa percaya diri, 

dari hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pegawai bank itu 

sendiri, dan bank yang bersangkutan.11 

Praktik penjualan data pribadi semakin marak akhir-akhir ini, Otoritas Jasa 

Keuangan selalu memantau interaksi antara pelaku industri jasa keuangan, 

konsumen keuangan serta masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan 

Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa telah terjadi kasus peredaran data 

nasabah bank, di mana tersangka memperoleh data tersebut dari berbagai bank 

sejak tahun 2010, pelaku menjual data tersebut mulai dari Rp350.000 sampai 

dengan jutaan rupiah.12 Stasiun televisi CNBC Indonesia mengungkapkan 

bahwa kemungkinan data yang bocor berkemungkinan disalahgunakan dan juga 

dapat mengarah pada kejahatan keuangan di dunia internet. Satgas Waspada 

Investasi Otoritas Jasa Keuangan.13 

 

 
11 Sandi Emma, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai 

Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank”, Jurnal Idea Hukum 

(Oktober 2019), hlm. 1533-1534. 
12 Juli Etha Manalu, Agne Yasa Damanik, & Andry Winanto. 2017. Kasus Jual-Beli Informasi 

Nasabah: Lindungi Data Pribadi. Tribun Jateng. 22 Agustus 2017. 
13 Novina Putri Bestari, "Bahaya Mengintai Usai 279 Juta Data warga RI Dilaporkan 

Bocor”diakses  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210521104320-37-247277/bahaya-

mengintai-usai-279-juta-data-warga-ri-dilaporkan-bocor pada 16 Maret 2024 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210521104320-37-247277/bahaya-mengintai-usai-279-juta-data-warga-ri-dilaporkan-bocor
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210521104320-37-247277/bahaya-mengintai-usai-279-juta-data-warga-ri-dilaporkan-bocor
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Tabel 1. 1 

Kasus Kebocoran Data Pribadi Yang Terjadi  

 Pada 5 Tahun Terakhir14 

Tahun Jumlah Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia 

2019 3 Kasus 

2020 21 Kasus 

2021 20 Kasus 

2022 35 Kasus 

2023 19 Kasus 

Sumber: Kominfo Tahun 2023 

Kasus pada bidang perbankan yang pernah terjadi pada Bulan Juni 

Tahun 2023 adalah kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengalami 

gangguan peretas yang melibatkan data pribadi nasabah. Kebocoran data 

nasabah ini terjadi akibat di retasnya sistem oleh peretas bernama Lockbit yang 

merupakan kelompok ransomware yang berasal dari Rusia. Ransomware 

adalah modus peretas untuk mendapatkan data dengan memblokir sistem ke 

data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.  

Awalnya pada tanggal 8 Mei 2023 nasabah melaporkan keluhan 

mengenai gangguan dalam layanan transaksi yang menyebabkan gangguan 

 
14 Biro Humas Kementrian Kominfo, “Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data 

Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia” diakses 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-

perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-

indonesia/0/siaran_pers pada 4 Maret 2024. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers
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pada server BSI.  Peretas mengklaim ada 1,5 Terabyte data yang di telah di curi 

nya. Setelah bernegosiasi dengan pihak BSI, peretas meminta tebusan sebesar 

296 miliar. Karena tak kunjung ditebus akhirnya peretas mengklaim telah 

menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada tanggal 16 Mei 2023.15 Kasus 

lain yang dilansir dari sindonews.com pelaku menyalahgunakan wewenangnya 

sebagai pegawai di bank tersebut untuk menugaskan kedua bawahannya untuk 

mencari data nasabah untuk di jual, setelah mendapat data tersebut pelaku 

menjual data yang telah didapatkan dari awal tahun 2019 sampai akhir 2019 dan 

telah meraup keuntungan ratusan juta per tanggal 17 januari 2020 lalu korban 

telah melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya.16 Adapun kasus yang terjadi di 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dimana pelaku melakukan 

tindakan penggelapan dana nasabah bank dan mengakses data nasabah dengan 

mudah karena ia adalah bagian marketing funding modusnya adalah dengan 

memberikan penawaran menggiurkan kepada nasabah untuk membuka 

rekening baru. Disana ia mendapatkan data- data nasabah dan digunakan untuk 

melakukan penggelapan dana.17 

 

 
15 Silvana Febriari, “Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-

2023” diakses https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-

pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023 pada 4 Maret 2024. 
16 Helmi Syarif, “Karyawan Bank Jual Data Nasabah SLIK OJK ke Pembobol Rekening 

IlhamBintang” diakses https://metro.sindonews.com/berita/1518517/170/karyawan-bank-jual-data-

nasabah-slik-ojk-ke-pembobol-rekening-ilham-bintang pada 4 Maret 2024. 
17 SulBar Kini, “ Begini Modus Oknum Pegawai Bank Sulselbar Gelapkan Dana Nasabah 

hingga Rp 6M” diakses https://kumparan.com/sulbarkini/begini-modus-oknum-pegawai-bank-

sulselbar-gelapkan-dana-nasabah-hingga-rp-6-m-1zLbcyk1oXL pada 11 Maret 2024. 

https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023
https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023
https://metro.sindonews.com/berita/1518517/170/karyawan-bank-jual-data-nasabah-slik-ojk-ke-pembobol-rekening-ilham-bintang
https://metro.sindonews.com/berita/1518517/170/karyawan-bank-jual-data-nasabah-slik-ojk-ke-pembobol-rekening-ilham-bintang
https://kumparan.com/sulbarkini/begini-modus-oknum-pegawai-bank-sulselbar-gelapkan-dana-nasabah-hingga-rp-6-m-1zLbcyk1oXL
https://kumparan.com/sulbarkini/begini-modus-oknum-pegawai-bank-sulselbar-gelapkan-dana-nasabah-hingga-rp-6-m-1zLbcyk1oXL
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Fakta bahwa kasus jual beli data nasabah yang diungkapkan di atas 

menunjukkan bahwa peraturan perbankan yang saat ini berlaku untuk menjaga 

kerahasiaan data nasabah dan perlindungan hukum nasabah dalam kegiatan 

perbankan belum cukup untuk mencegah kejahatan yang merugikan nasabah di 

bidang perbankan. Tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, data pribadi 

tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain sesuai dengan 

peraturan bank. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan maka 

penulis merasa perlu adanya penelitian untuk mengkaji bagaimana 

pertanggungjawaban pidana korporasi atas persebaran data nasabah bank secara 

ilegal serta bagaimana mekanisme persebaran data nasabah bank secara ilegal 

oleh oknum-oknum pegawai bank di Indonesia dalam karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas 

Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku 

persebaran data nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh 

perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia? 
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2. Bagaimana mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh 

oknum perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana 

perbankan?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penulisan pada bagian latar belakang dan rumusan 

masalah, tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank secara ilegal yang 

dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif yang ada di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme persebaran data 

nasabah yang dilakukan oleh perbankan secara ilegal dilihat dari praktik 

tindak pidana perbankan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

a. Dapat memberi manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum. 
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b. Dapat menambah referensi di dunia kepustakaan untuk dapat 

digunakan dalam penelitian khususnya dalam lingkup hukum pidana 

mengenai kejahatan penyebaran data nasabah bank secara ilegal. 

2.  Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dengan isu yang 

dibahas dalam penelitian ini, seperti: 

a. Kepada pihak korporasi untuk dapat menjamin dan lebih menjaga 

kerahasiaan data nasabah yang terdaftar. Kemudian meningkatkan 

keamanan data nasabah banknya agar menambah kepercayaan 

masyarakat kepada kinerja perbankan. 

b. Kepada masyarakat sebagai informasi mengenai tindak pidana 

penjualan data nasabah bank.  

 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup 

penelitian penulisan skripsi ini berfokus pada berbagai peraturan mengenai 

pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data 

nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari 

hukum positif di Indonesia serta mekanisme persebaran data nasabah yang 

dilakukan oleh oknum perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak 

pidana perbankan. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Identification Corporation 

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari negara-

negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika 

Serikat, yang dikenal sebagai teori identifikasi atau direktur 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut doktrin ini, tindakan 

yang terjadi, baik legal maupun tidak, yang dilakukan direktur atau 

manajer tingkat tinggi dianggap sebagai tindakan korporasi. Karena hal 

itu, meskipun korporasi tidak mungkin memiliki mens rea dan tidak 

dapat bertindak sendiri, doktrin berguna untuk membenarkan 

memberikan beban pertanggungjawaban pidana untuk korporasi.18 

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, ada berbagai definisi dari "pejabat 

senior" korporasi. Meskipun demikian, mereka yang biasa disebut 

sebagai "para direktur dan manajer" dan bertanggung jawab atas 

pengelolaan perusahaan, baik secara individu maupun kolektif, dikenal 

sebagai pejabat senior. Di Amerika Serikat, teori ini lebih luas, 

mencakup agen di bawah direktur dan pejabat senior.  

Korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui 

agen-agen yang memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan dan 

bertindak atas nama perusahaan tersebut. Selama tindakan para agen 

tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup operasi korporasi, 

 
18 Rodliyah, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam 

Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kompilasi (Juni 2020), hlm. 202. 
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korporasi secara langsung bertanggung jawab atas tindakan pidana 

mereka. Doktrin menyatakan bahwa korporasi memiliki otoritas untuk 

melakukan tindak pidana dari tindakan "pejabat senior", yang 

diidentifikasi merupakan tindakan korporasi sendiri. Akibatnya, 

tindakan "pejabat senior" dipandang atau dikategorikan sebagai 

tindakan korporasi. Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana 

dari korporasi, terlebih dahulu perlu diidentifikasi individu yang 

melakukan tindak pidana tersebut. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 

seseorang yang berperan sebagai "otoritas pimpinan" dalam korporasi, 

maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana 

tersebut.19 

2. Teori Progresif 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum progresif adalah 

hukum yang diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, 

manusia yang harus tunduk pada hukum.  Hukum progresif 

memposisikan perilaku sebagai komponen yang jauh lebih penting 

dalam membuat hukum daripada hanya teks peraturan.20 Menurut 

hukum progresif, hukum dibuat untuk tujuan yang lebih besar yaitu 

kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia, dan harga diri 

 
19 Rodliyah, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem 

Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kompilasi (Juni 2020), hlm. 200-201 
 20 Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, Jurnal Ilmu Hukum (2016), 

hlm 33-51. 
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manusia. Hukum progresif tidak hanya mengikuti prosedur formal 

birokratis, tetapi juga bersifat substansial. 

Hukum selalu berada dalam sebuah proses dan terus berkembang 

(law as a process, law’s making), sehingga hukum bukanlah suatu 

institusi yang tetap atau final. Kepentingan manusia berdasarkan 

pengalaman yang harus menjadi fokus hukum sebagaimana yang 

dijelaskan pada hukum positif.21 Hukum progresif biasa dikenal sebagai 

hukum yang substansial atau pro-rakyat. Dalam sistem hukum 

Indonesia, dua entitas moral sosial politik yang signifikan adalah rakyat 

dan adil. Harus diingat bahwa hukum ini tidak serta merta berjalan 

sendirian dari peraturan yang ada. Sebaliknya, hukum bekerja sama 

dengan peraturan yang ada, tetapi yang paling penting adalah efek 

hukum itu sendiri pada perilaku dan masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut maka menunjukan hukum memiliki tujuan untuk mencapai 

kepastian, keadilan serta kemanfaatan.22 

 

G. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual berasal dari konsep atau teori yang menjadi 

dasar dalam penelitian ilmiah, yang dimulai dari tinjauan literatur. 

Menyusun dan membuat kerangka konseptual adalah bagian dari 

 
 21 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2010).hlm. 24. 

 22 Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” Jurnal Ilmu Hukum (2016), 

hlm 52. 
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melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa penelitian atau penulisan ilmiah dapat 

dilakukan dengan lancar.23 

1. Kerahasiaan Bank (bank secrecy) 

Rahasia bank, juga dikenal sebagai bank secrecy, dikenal di 

setiap negara yang memiliki lembaga keuangan bank. Karena adanya 

perkembangan dan pertumbuhan teknologi bank bergantung dengan 

kepercayaan masyarakat, prinsip ini sangat penting. Oleh karena itu, 

bank harus menjaga kepercayaan dari nasabahnya dengan menyimpan 

data rahasia tentang identitasnya dan semua hal berkaitan dengan 

nasabah. Menurut prinsip kerahasiaan, bank harus merahasiakan semua 

hal yang memiliki hubungan dengan uang serta hal lain dari nasabah 

dianggap rahasia di perbankan. Menurut ketentuan tersebut, lembaga 

perbankan dan pihak terafiliasi yang terlibat dalam kegiatan operasional 

perbankan harus menjaga informasi yang tercatat. Menurut Undang-

Undang Perbankan, "Rahasia Bank" tertuju pada rahasia antara pihak 

bank dan pihak nasabahnya.24 

Perbankan harus memberikan jaminan keuangan kepada nasabah 

karena kepercayaan masyarakat pada pengumpulan dan penyaluran 

dana. Jaminan tersebut yang dikenal sebagai "Kerahasian bank". Yunus 

 
 23 Nisma Iriani, et al. Metode Penelitian (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), 

hlm 68. 
24 Dinda Anna Zatika,”Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan 

Hukum”, Jurnal Terakreditasi Nasional (Desember 2020), hlm. 501-503. 
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Husein menyatakan, kerahasiaan dalam bank adalah dasar bagi sistem 

dalam perbankan dan didasarkan dari praktik manajemen di perbankan, 

Perjanjian dan kontrak yang berlaku antara pihak bank dan nasabah, 

serta peraturan hukum yang relevan.25 

Kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam hubungan antara bank 

dan nasabah. Sebagai landasan hukum perbankan, pelaksanaan 

kegiatan perbankan harus berpegang pada prinsip ini untuk 

memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Jika nasabah tidak lagi 

percaya bank, nasabah secara otomatis tidak akan menjadi 

pelanggannya lagi. Peraturan perundang-undangan perbankan 

menegaskan bahwa setiap bank di Indonesia harus menjaga 

kerahasiaan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan bisnis perbankan, 

serta situasi lain yang berkaitan dengan nasabah bank, tidak boleh 

dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat umum.26 

2. Korporasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi 

didefinisikan sebagai: (i) suatu badan usaha yang sah sebagai badan 

hukum; atau (ii) perusahaan besar atau sekumpulan perusahaan yang 

dikelola dan dijalankan sebagai entitas besar. 

 
25 Salsabila Aufadhia Ilanoputri, “Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Self Assessment System 

Dikaitkan Dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan 

Kepatuhan Pajak”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022), hlm. 514. 
26 Ika Dwi Purwaningsih., “Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi 

Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Yustisiabel (Oktober 2021), hlm. 160. 
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Kata "korporasi" berasal dari kata corporation dalam bahasa 

Inggris, yang menurut Black Law Dictionary berarti “Suatu entitas 

(biasanya suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan 

hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari pemegang 

saham yang memilikinya dan mempunyai hak untuk menerbitkan 

saham dan berdiri tanpa batas waktu; sebuah kelompok atau rangkaian 

individu yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum untuk menjadi 

suatu perusahaan atau badan hukum yang memiliki status hukum 

terpisah dari individu-individu yang mendirikannya, hidup terpisah 

untuk waktu yang tidak tertentu, dan mempunyai kuasa hukum yang 

diberikan oleh konstitusinya.27 

IPM Ranuhandoko menggambarkan korporasi sebagai sekelompok 

orang yang bekerja sama untuk menangani masalah keuangan, 

finansial, ideologi, atau urusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto 

Rahardjo, Korporasi adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh hukum. 

Secara fisik, ia terdiri dari "corpus" (badan), sementara dari sisi hukum, 

ia memiliki "animus" yang memberi sifat kepribadian padanya. Karena 

korporasi diciptakan oleh hukum, maka keberadaannya juga diatur dan 

diakhiri oleh hukum.28 

Sehubungan dengan pengertian kata "korporasi" di atas, dapat 

disimpulkan bahwa, dari asal-usulnya, kata "korporasi" berarti badan 

 
27 Herlina Manullang dan Riki Yanto, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, cet 1 (Medan: 

LPPM UHN Press, 2020), hlm. 17. 
28 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet 8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69. 
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hukum, suatu badan yang memiliki kekuatan hukum untuk bertindak 

atas namanya sendiri. Hanya perusahaan berbadan hukum yang disebut 

korporasi, bukan semua perusahaan.29 

3. Penyebaran Data Pribadi (doxing) 

Menurut Black Law Dictionary, doxing berarti menyebarkan 

data pribadi seperti alamat email, alamat rumah, dan foto sensitif 

lainnya, tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan untuk 

mengintimidasi atau memeras korban.30  

Doxing adalah pengumuman informasi pribadi seseorang kepada 

publik secara disengaja melalui media internet tanpa persetujuan 

pemilik data dengan tujuan mempermalukan, mengancam, 

mengintimidasi atau menghukum orang yang diidentifikasi. Namun, 

tindakan doxing sering terjadi di era digital saat ini, yang membuat 

masyarakat merasa tidak lagi memiliki privasi. Dan perbuatan doxing 

yang dilakukan oleh doxer (pelaku doxing) atau siber untuk menyerang 

seseorang dilakukan demi kepuasan atau keuntungan pribadi, yang 

dapat merugikan korban doxing itu sendiri.31  

Istilah ini awalnya muncul sebagai bentuk protes terhadap budaya 

hacker yang merusak identitas orang pada tahun 1990-an. Sebenarnya, 

 
29 Hendra Sukmana, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, cet 1 

(Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 35-43. 
30 Muhammad Arvy dan Hari Soeskandi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku 

Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP”, Jurnal Birokrasi (Januari 2023), hlm. 561. 
31 Intan Saripa Uweng,” Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang 

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Pattimura Law Study Review (Agustus 2023), 

hlm. 168. 



20 

 
 

"doxing" adalah istilah yang dahulunya banyak digunakan oleh peretas, 

berasal dari kata "drop dox" atau "drop documents", yang berarti 

membuka identitas seseorang yang sebelumnya anonim, termasuk 

nama resmi, alamat tempat tinggal, identitas penting lainnya, dan foto 

orang terkait atau bahkan keluarga dari nasabah yang bersangkutan.32 

H. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah upaya pokok yang sistematis untuk 

memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah hukum. Dalam 

berbagai konteks, penelitian hukum menggunakan metode ilmiah untuk 

menggali dan menguraikan aspek-aspek hukum selain itu penting untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memahami dan 

mengkaji masalah hukum dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Studi hukum membantu orang memahami konsep, prinsip, dan praktik 

hukum serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menggunakan metode ilmiah, 

seperti pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyampaian hasil. 

Dengan kata lain "penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan 

manusia dalam taraf keilmuan." Seseorang akan percaya bahwa setiap 

konsekuensi dan setiap gejala yang tampak memiliki penjelasan ilmiah. 

Penelitian bersifat objektif karena hasil penelitian hanya dapat diperoleh jika 

didasarkan pada bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur 

 
32 Rintan Puspita Sari, “Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimisasi Terhadap Jurnalis Di 

Indonesia”, Jurnal Kriminologi (Juni 2021), hlm. 69. 
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yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Dengan demikian, penelitian dapat 

membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang bersifat ilmiah, serta 

dapat dipertanggungjawabkan dan juga objektif, bukan hanya didasarkan 

asumsi belaka.33   

Adapun metode penelitian yang dapat penulis gunakan melalui rumusan 

masalah serta ruang lingkup yang telah dikemukakan, sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 

normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang 

berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan norma hukum terhadap 

permasalahan hukum yang diteliti guna mendapatkan jawaban pada 

kasus yang diteliti oleh penulis.34 Dalam konteks penelitian ini mengarah 

pada eksplorasi hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban 

pidana dari penjualan data nasabah bank.  

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Undang-Undang 

Pendekatan undang-undang dalam pendekatan hukum normatif 

merupakan pendekatan dengan mempelajari peraturan undang-

 
33 Nur Solikhin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet 1 (Pasuruan: Qiara Media,2021), 

hlm. 3-4. 
34 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum cet 2 (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 38. 
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undang dan peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana pelaku dan pihak korporasi atas 

penjualan data nasabah bank yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti menggunakan regulasi dan legislasi. Hal ini melibatkan 

penelitian dan pemilihan undang-undang yang paling relevan dengan 

topik yang diteliti. Pemahaman menyeluruh terhadap undang-undang 

ini memberikan landasan penting dalam kajian hukum normatif.  

Salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang menangani 

masalah tertentu adalah dengan menggunakan pendekatan undang-

undang dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan 

menggunakan undang-undang ini dapat menerapkan teori dan asas 

hukum, serta menjelaskan berbagai aspek seperti ketentuan pidana, 

proses verifikasi dan akreditasi, dan peran pemerintah dalam 

mengatur undang-undang.Selanjutnya hasil yang didapatkan dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti penulis. 35 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual dalam pendekatan hukum normatif ini 

diambil dari berbagai doktrin dan pandangan para ahli yang 

berkembang. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mendapat 

jawaban dari bagaimana pertanggungjawaban pidana perbankan atas 

 
35 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum cet 2 (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 156-158. 
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persebaran data nasabah bank secara ilegal. Dalam melakukan 

pemilihan isu hukum harus memiliki hubungan dan kesesuaian yang 

bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum tersebut. 36 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama 

dalam penulisan ini. Sumber-sumber penelitian tersebut mencakup 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen atau 

pernyataan yang memiliki kekuatan hukum, yang ditetapkan 

oleh pihak berwenang atau pemerintah yang berkuasa.37 Materi 

hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari atau dibuat oleh 

lembaga resmi, seperti buku, jurnal ilmiah, serta undang-undang 

dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 

1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana38 

 
36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020), hlm. 55-59. 
37 Siti Fadjarajani, et al. Metode Penelitian Multidisipliner (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 

hlm 226. 
38 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 

2023, TLN No. 6842. 
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2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan39 

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik40 

4) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi41 

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh 

Korporasi42 

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Perlindungan Konsumen Bank Indonesia43 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

 
39 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, 

TLN No. 3790. 

  40 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, LN 

No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905. 
41 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 

196 Tahun 2022, TLN No. 6820. 
42 Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma No. 13 Tahun 2016. 
43 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen 

Bank Indonesia, PBI No. 3 Tahun 2023, LN No. 13, TLN No. 38. 
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118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5431)44 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan 

dan panduan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh 

melalui penelusuran literatur yang relevan dengan topik 

penelitian, seperti hasil penelitian atau pendapat dari pakar 

hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang 

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dibahas dalam penelitian ini.45 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan mengumpulkan 

 
44 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1 Tahun 2013. LN No. 118, TLN No. 

5431. 
45 Siti Fadjarajani, et al. Metode Penelitian Multidisipliner (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 

hlm 226. 
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bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berbagai peraturan 

perundangan-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, 

jurnal, artikel, buku, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan 

dengan tindak pidana penjualan data nasabah bank dicari, dikumpulkan, 

diteliti dan dipelajari. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara 

mengakses sumber-sumber data hukum yang berada di perpustakaan 

Universitas Sriwijaya, atau melalui internet.46 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Data diperoleh dengan sumber bahan hukum yang dianalisis 

dengan pendekatan preskriptif. Preskriptif itu sendiri merupakan hal 

yang berjalan dengan fungsi dari hukum normatif yang berarti, bahwa 

penyelesaian penelitian berdasarkan pendapat yang diambil dari 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

Penelitian berdasarkan preskriptif ini mencakup norma hukum, 

sistematika hukum, serta perbandingan hukum yang ada. 47 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan haruslah menggunakan metode penalaran 

yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur 

deduktif. Konkretisasi (hukum) adalah proses yang terjadi dalam 

deduktif. Data dan sumber hukum yang telah terkumpul, diolah dan 

 
46 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 

hlm. 119. 
47 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 26. 
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dipilah untuk ditarik suatu kesimpulan. Norma-norma yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu, sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai solusi atas masalah hukum mengenai masalah 

hukum yang diteliti. Penulis menarik bahwa kesimpulan yang 

didasarkan pada kasus atau peristiwa umum menjadi lebih individual 

atau khusus.48

 
48 Ibid., hlm. 12-13. 
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